BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Helusnang Masulan

Lembaga yang welaksanakan seuendax liegara ,
adalan Lembaga eksekutif, Lembaga ini diartikan dalan
dua aspek; Pertama, dari pelgertian yang dempit oper -
arti baaan plmpinan tertinggi pemerintanan termasguk
Kepala neiara dan para menteri Jang tergabung calam
kabinet. Kedua, dalam arti luas aualan nes8elurunan ba-
dan yang weungjalankan lugds pemerintanan dari pusat
Sampal Ke daerah-daeran aengan seliurun jajarannya., L

Ramdlon Naning, S.H, 19582 : 12 ).

Presiden wesmpunyai kesuasaai dalaw bidang exksé-
Kutif sevagaimana dalam pasal 4 ayat (1) jo, dan
pasal 5 ayat ( 2 ) UUD 1945. Meuurut pasal 4 ayat ( 1)
bahwa Presiden Republix ilhdoilesia mewegany KeKuasaan
pemerintanan. Sedangkan menurut pasal 5 ayat (2) bahwa
Presiden menetapkan praturan pewerintahan untuk mer -

Jalankan Undang-uUndang Se@gaimana mestinya,

Kekuasaan Presiden dalau menjalankan pemerinta-
han itu dibatasi olen UUB Sellingga ia tidax bisa

berbuat menyimpang dari padanya. Karena UUD' 45 mue -



ngatur hal-nal pang poxkok, maxka sebenarnya pasal 4
ayat { 1 ) tersevut memveri wewenanyg kepada Pregiden
yaug luas dan tiadak terinci, seningga segala pelaksana
an pemerintahannya tergantung pada Presiden. Namun
demikian tidak verarti banwa Presiuen bisa berbuat
sekependak natinya, kKarena ulUD' 45 membatasinya
sesual deugan penjelasannya yang wmenyatakan banwa
UUD' 45 menganut sistem pemerintahan . xonstitusional
dan negara Indouegia acalan negara hukum berdasarkan
Pancasila, bukan negara kekuasaan. Dalam men jalankan
pemerintguan itu aibantu oleh Menteri-menteri negara
( pasal 17 ayat 1 ) dan tanggung jawab tetap ditangan
Presiden., Di sinilan UUD' 45 menganut sitem Presiden =-
siil, karena kekuasaan dan tanggung jawab pemerintanan

terletak ditangan Presiden. Menteri-Menteri itu di-
angkat dan diberbentikan olen Presiden ( pasal 17 ayat

2 ).

Dalam sistem Presidensiil ini pula - xedudukan
eksekutif tidak tergantung kepada badan .. 'perwakiian
rakyat, Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksexkutif di
kembalikan kepada pemilihén rakyat, sebagai kepala
eksekutif seorang Presiden menunjuk pembantu-pembantu-
Lya yang akan wemimpin departemennya masing - masing

dan wereka itu hanya bertanggung jawab Grasied Kepada

N



Presiden, xarena pembentuxan kabinet itu tidax wemerlu
kan aukungan kepercayaau dari badan perwakilan rakyat
itu, waka MeBnteripun tidak dapat aibernentikan olennya
(Moh. Kusnarai, S.H, dan Harmily Ibranim, S.H, 1988

176).

D+ atas telan dijelaskan banwa kKepaia . negara
flempullysl kekKuasaan penun dalaw menjalankan pemerintan
an, nauun demikian ila Juga wewpulyal Kekuasaan Lidax
tak tak tervatas artinya adanya tungsi dan peranan
para Meuteri negara seRagai pewbantu Presiuen yang
cuxup besar pula ternadap Fresiden dan wenentukan

Politik negara yaug wengenani departewennya,

celangutnya dgawa lsliampun suaan mengenal
auanya pewbagian kKekuasaan, segagaimana Pendapat
Dr. Avd, Hawid Mutawalli ( 1978 : 194 ) yang mengata -
kan bauwa ai dalaw negara Islam terdapat tiga kKekuasa-

an, yaitu :

l. Rekuasaan Ta'sisiyah/tasyri'iyah (Ke.uasaan konsti-
tusi/hekuasaan Legislatif)
2. Kekuasaan Tanfiuiyan ( Kexuasaan EKsekutif )

3. Kekuasaan Qadaiyah ( Kexuasaan Yudikatif )

Ketika masa Kasululilah Ketliga Kekuasaan ter-

seout dipegang oleh veliau. SeDagal pewegaly KekKuasaan



Legislatif ( Sultah tasyri'iyah ) beliau menyampaikan
apa yang beliau terima dari Allah. Yang beliau tamban
dengan kapasitas sebagai amalan Rasul, dengan bentuk
Hadits/Sunnah yang mempunyal otoritas juga sebagai
sumber huxum. Dan sebagai PRIIEEaNE KeKuasaan ekseku -
tif ( Sultan taufidiyan ) dan yudikatif ( sultah gada
iyah ), beliau mengatur mekanisme pemerintahan dan
kemasyarakatan serta mengadili pelanggaran yang
terjadi. Ketiga kekuasaan tersebut tidak dibagi
karena wilayah masin sedikit dan cukup ditangani oleh
seorang Hasulullah saja, ( Dr. Atniyah Musyarafan,

1866 : 91 ).

Setelan sempai pada masa hhulafan Ar-Rasyidin
kekuassan pemerintanan Islam semaxkin meluas Keluar
dari Jazirah Arab, Olen karens itu, kekuasaan legisla
tif, Exsekutif, dan Yudikatif tidak mungkin dipusat-
Kan pada satu vrang atau satu lembaga saja, seningga
pada masa Umar, beliau membentuk Kabiuel, yang kemudi

: ,
an pada masa khalifah Usman menjadi  semakin besar,
Dan ternyata hal ini semakin berkembang pada masa=-
masa pemerintahan pasca khulafa ar-Rasyidin, ( Dr

Muhawmad Husen Heikal, 1990 : 24 ).

Dalam bentuk lain, ketika masa khulafa ar-

rasyidin para khalifah tidak Segan-segan untuk me-



winta konsultasi kepaua toson masyarakat dan mengajak
igereKa bermusyawarah dalaw masalah yang sedang atau

akan dihadapi. ( Moh. Asad, 195% : 96 ),

Penelitian masalan ini sewakin Lerasa setelan
di dalam Perpustakaan menurut neumat penulis, belum
dijuwmpai nasil pemeiitian dan kajian khusus membanas

masalau tersebut., Dengan auanya penelitian dinarapkan
dapat wengyadl masukan teruadap dunia idwu pengetanuan,
dan agar menaik minat para pemuda dan pomudi musiim
untuk belajar tentang politik, khususnya masalah sis-
tewn pemerintahan baik menurut ajaran Islam maupun
aJjarau yang uaing dari varat, sehingga dapat menghasil
Kan peuwisiran-pewexiran Islau yang baru tentang

politik, Kuususnya sistem pemerintanan.

B. ldentifikasi Masalah

Vari uralian latar uvelakang di atas, dapat
diketanyl banwa masalan pokok yarug akan dibanas
adalan teniang sistem pemerintanan Presidensil di=

tinjau dari nukum Islam, Atau dengan kata lain yaitu :
Tijavan nukum Islam termnadap sisteum pemexiptanan

Presiuensil,

C. Pembatasan Masalah




Masalah sistem pemerintanan presidensil di-
tinjau dari hukum Islam bersifat umum. Maka studi
ini akan dibatasi agar pembahasannya lebih mengaraah
dan proposional, Adapun pembatasan mesalah aaalan
terbatas pada sistem pemerintahan presidensil di Indo-=
nesia menurut Undang-undang Dasar 1945, seningga perum
usan masalsunya adalah sebagai berikut : " Tinjauan
Hukum Islam terhaaap sistem pemerintahan presiaensil

di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 ",

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional lagi,
setelal dixkemukakan latar vbelakang masalah, identifika
81 masalan, dan pembatasan masalan, maka studi ini

dirumuskan dalaw oentuk pertanyaan

1. Apa yamy dimaxsud sistem pemerintahan presidensii ?

2. Bagaiwmana pelaxsanaan sistem pemerintahanipresiden-
8il di Indonesia menurut Undang-undang Dasar
1945 ¢

3. Bagaimana tinjauan Hukum lslam terhadap pemerintah-

an presidensil terssbut ¢

E. Tujuan Studi



Sejalan dengan pertanyaan di alas, waka tujuan

study ini adalah :

l. Menguraikan sistew pewerintanan Presidensil secara
Jelas dan singkat.

2. Mejeiaskan pelaksanaan sistem pemerintanan Presiden
8il di indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945

3. Menentukan apaxan pelaxsanaan sistem peiierintalian
Presidensil di Indonesia menurut Undang - Undang
Dasar 1945 itu sesuai dengan norma-norma DUk

lslaw atau tidak,

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini dapat dinarapkan bermanfaat

Sexurang-kurangnya untuk dua nai, yaitu

1. Dapat perguna bagi pewbangunan pemikiran politik,
Khususnya dalam masalan sistenm pemerintanan Presi -
densil,

2. Dapat wmenjadi ovanhan bacaan, Knususnya dalam wasalan
tinjauan nukum Islam ternadap sistem  «pemerintanan

Presidensil,

G. Data-data yang akan difimpun

Data-data yang akan Giperlukan dalem pemelitian



ini adalah sevagai berikut :

1. Pengertian sistem pemerintanhan Presidensil

2. Tujuan sistem pemerintahan Presidensil

3. Sistem pemerintahan Islaw sebagai tolak ukur dalam
meninjau sistem pemerintahan Presidemsil menuraut

UUD 1945

H. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumbsr data yang
dipergunakan adalah literatur-literatur yang membahas
tentang masalan-masalan terkaitr, yaitu Al-Qur'an dan
Al-Hadits sebagal sumber pokok dan ditunjang dengan
kitab-kitab, buku-buku dan maxalah-makalahn yang

mewbanas masalah pemerintahnan Presidentil,

I. Tehinik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan di
atas dapat disimpulkan bahwa penelitian wasalah ini
adalan riset pustaka (library researc). Adapun tehnik
penggalian data tersebut dengan cara menelaah dan
mengenalisis sumbéresuaber data yang ada. Kemudian
dari telaah dan analisis itu hagilnya dicatat dan

dikualifikasikan menurut krangks yang sudan direncana-



Kan sebelumnya.

J. Metode Analisis Data

Data-data yang telan terkumpul tersebut dianali

8is menurut beberapa tanapan, yaitu :

1, Pengulaan data aengén Cara editing yailu wmeweriksa
kempballi data-data yang telan dikumpulkan terseovut,
2. Pengurganisasian data yaitu menyusun dan mensistema
8ikan data-data yang telah diperoleh ke dalam
krangka paparan yang telah direncanakan seoelumnya,
3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lan jutan
ternadap nasil pengurganisasian data dengan cara
menggunakan kaidah-xaidah, teori-teori serta dalil-

dalil untuk mempercleh Kesimpulian-kesimpula,

K. Metode Peuwovahsan

Hasil simpulan dari analisis data tersevut
akan dibanas dan aianalisis dengan beverapa melode,
yaitu :

1, Metode induktif yaitu penyajiannya dimulai dari
fakta-fakta yang bersifat kuusus dari hasil dan

teraknir diambil yang bersifat umum.



2.

Metode deduxtif, yaitu penyajiannya dimulai dari
teori-~teori, dalil~dalil, generalisasi dan selanjut
nya dikemukakan faxta-fakta yang bersifat Knusus
dart nasil riset dan axknirnya ditarik . .skesimpulan
yang bersifat umum,

Metode komperatif, yaitu membandingkan sisfem=
sistew pewerintanan dalam sistem pemerintahan Presi
densil dengan sistem pemerimtahan Islam.

Metode analogis yaitu mengkiyaskan gistem - sistem
pemerintahan dalam sistewm pemerintanan Presidensil
ternaaap sistem pemerintanan Islam. Khususnya dalaw

masalan pertanggungan jawab,



